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WALI NAGARI PAUH KAMBAR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERATURAN NAGARI PAUH KAMBAR
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PAUH KAMBAR
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAUH KAMBAR

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 8 s/d 19 Peraturan Bupati Padang
Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari,
Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari (APBNagari);

. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Pauh Kambar tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Pauh Kambar menjadi Peraturan Nagari Nagari
Pauh Kambar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pauh Kambar
Tahun Anggaran 2018;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana
Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang
Pariaman;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Nagari;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di Nagari;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penetapan
Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang
Pariaman tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Penghitungan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari di
Kabupaten Padang Pariaman tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor .... Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor ... Tahun 2018 tentang Standar Biaya
Umum Nagari.

Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 137/KEP/BPP-2018 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Nagari Pauh Kambar Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Pauh Kambar Tahun Anggaran 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAUH KAMBAR
DAN
WALI NAGARI PAUH KAMBAR

Menetapkan PERATURAN NAGARI PAUH KAMBAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pauh Kambar Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan Nagari Rp 1,491,522,230
2. Belanja Nagari
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Rp 774,555,538
b. Bidang Pembangunan Rp 355,989,238
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 114,015,000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 178,862,000
e. Bidang Tak Terduga Rp 6,000,000
Jumlah Belanja (a+b+c+d+e) Rp 1,429,421,776
Surplus/Defisit (1 -2) Rp 62,100,454

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 137,899,546
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 200,000,000
Selisih Pembiayaan (a—b) Rp (62,100,454)

4. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
a. Surplus/Defisit Rp 62,100,454
b. Selisih Pembiayaan Rp 200,000,000
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (a+b) Rp 262,100,454










